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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

 

Dalam masyarakat di Desa Riit, terdapat perbedaan kedudukan antara anak 

luar kawin (Me Amang Eon) dan anak sah dalam pembagian warisan. Meskipun 

harta warisan akan diberikan secara proporsional kepada semua ahli waris, 

termasuk anak luar kawin (Me Amang Eon), namun kecenderungan memberikan 

hak lebih besar kepada anak sah. Hak anak luar kawin (Me Amang Eon) terbatas 

pada harta pencaharian (gono gini) yang diperoleh sendiri dari keluarga ayah 

biologisnya maupun ibunya. Sedangkan terhadap harta pusaka yang diterima ayah 

biologisnya anak luar kawin tidak berhak mewarisinya. 

Masyarakat menganggap bahwa hak-hak waris anak luar kawin (Me Amang 

Eon) berada di bawah hak-hak waris anak sah secara hukum. Oleh karena itu, 

terdapat perlakuan yang berbeda antara kedua jenis keturunan tersebut dalam hal 

pembagian harta warisan. Masyarakat cenderung mengikuti tradisi turun temurun 

yang menentukan bahwa anak luar kawin tidak mendapatkan hak waris secara 

penuh. 

 

5.2  Saran 

 

Selain penjelesan mengenai kesimpulan dalam penelitian ini. Ada pula 

beberapa saran atau usulan sebagai berikut : 
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1.  Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya 

perlindungan hak-hak anak luar kawin (Me Amang Eon) dalam pembagian 

warisan. 

2. Perlu dilakukan pembaruan hukum atau penetapan kebijakan lokal yang 

mengakui hak-hak waris anak luar kawin secara setara dengan anak sah. Hal 

ini dapat memberikan dasar hukum bagi perlindungan mereka dalam 

konteks tradisi dan budaya masyarakat adat. 
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